Menimbang
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[ SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

L

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor

32);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebutOPD
adalah satuan kerja yang menjalankan kegiatan pengelolaan
barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi selaku
Pengguna Barang.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya seperti Kepala Puskesmas, Kepala
RSUD, dan Kepala Sekolah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau hak miliki satuan ramah susun.

Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang
sah berupa aset tetap atau barang pakai habis/persediaan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
adalah pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikanbangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebutdalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunandan/atau sarana berikut fasilitas setelah
berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai
Jual Obyek Pajak Pengganti.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 2

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang dengan persetujuan Bupati, untuk
BMDyang berada dalam penguasaan pengelola barang;
dan

b. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang,
untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain
tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan
kepentingan umum.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 3

Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMDserta biaya
pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan
pada mitra Pemanfaatan.

Biaya persiapan Pemanfaataan BMD sampai dengan
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan
penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan BMD dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan
Layanan Umum Daerah.

Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan BMD dalam rangka
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan
Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan
atau digadaikan.

BMD yang merupakan objek retribusi Daerah tidak dapat
dikenakan sebagai objek Pemanfaatan BMD.

Pasal 5

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:

¢pROop

Sewa;

Pinjam Pakai;

KSP;

BGS atau BSG; dan
KSPI.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 6

Sewa BMD berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh

Pengguna Barang kepada Bupati; dan
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b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang dan/atau selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan dari
Pengelola Barang setelah mendapatkan pertimbangan Bupati.

Pasal 7

(1) Sewa sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a adalah sewa selain
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Usaha.

(2) Faktor variabel sewa tanah, faktor variabel sewa bangunan
dan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mitra Pemanfaatan

Pasal 8

Kerja Sama Pemanfaatan memiliki mitra Pemanfaatan yang disebut
dengan Mitra KSP.

Pasal 9

Mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyetorkan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP.

Pasal 10

Penetapan Pembagian Keuntungan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b, berdasarkan besaran modal dan jenis
usaha.

Pasal 11
Mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki
tanggung jawab:
a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan BMD sesuai bentuk
pemanfaatan;

b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan
bentuk Pemanfaatan;

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang
dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan
BMD;

d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian
Pemanfaatan BMD.

Pasal 12

(1) Objek Pemanfaatan BMD meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.
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(2)

(3)

Objek Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Dalam hal objek Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek
Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah
dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Penetapan Mitra Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 13

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

Ao o

™o

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

dilaksanakan secara terbuka;

sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas,
handal dan kompeten;

tertib administrasi; dan
tertib pelaporan.

Pasal 14

Pelaksana pemilihan Mitra KSP pada Pengelola Barang atau
BGS/BSG terdiri atas:

a. Pengelola Barang; dan

b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada
Pengguna Barang terdiri atas:

a. Pengguna Barang; dan

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 15

Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.

Dalam hal objek Pemanfaatan merupakan BMD yang bersifat
khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan
Langsung.

Pasal 16

Dalam pemilihan Mitra KSP Pengelola Barang/Pengguna

Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia
pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang
meliputi:

1. kemampuan keuangan;
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(2)

(1)

(2)

(3)

2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan
usulan dari panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra
dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat;

f. membatalkan tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang
dari dokumen pemilihan; dan

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan
ternyata terbukti benar.

g. menetapkan mitra;

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
pemilihan mitra; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada
Bupati.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna

Barang dapat:

a. menetapkan tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam
kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.

Pasal 17

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

Keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling
sedikit S (lima) orang, yang terdiri atas:

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan
unsur dari OPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk
pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (Mitra KSP)
BMD pada Pengelola Barang; dan

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan
unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk
pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (Mitra KSP)
BMD pada Pengguna Barang.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diketuai oleh:

a. unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan Mitra
KSPBMD pada Pengelola Barang ; dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan Mitra
KSPBMD pada Pengguna Barang.



(4)

(1)

(2)

(1)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk
dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 18

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai
panitia pemilihan:

a.

b.

C.

d.
&

memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta
integritas;

memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk
melaksanakan tugas;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
pengelolaan BMD;

mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:

a.

b.
&

berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan
golongan paling rendah II/b atau yang setara;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 19

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

a.

menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang untuk mendapatkan penetapan;

menetapkan dokumen pemilihan;

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media
massa nasional dan di website Pemerintah Daerah masing-
masing;

melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap
penawaran yang masuk;

menyatakan tender gagal;

melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus
kualifikasi;

melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender
gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi
langsung/penunjukan  langsung kepada  Pengelola
Barang/Pengguna Barang;

menyimpan dokumen asli pemilihan;

membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses
dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang; dan

mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau
perubahan  materi perjanjian kepada = Pengelola
Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk BMDyang
usulan Pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk
BMD yang usulan Pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola
Barang.

Pasal 20

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender,
calon Mitra KSP wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:
a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen
pendukungnya; dan
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi :
1. cakap menurut hukum;
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan
barang/jasa Pemerintah;
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan
teknis dan manajerial; dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan.

Pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah atau
pihak yang memiliki hubungan keluarga, yaitu Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang dari objek barang yang
dimanfaatkan, tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan,
sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 21

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk
persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang
meliputi:

honorarium panitia pemilihan mitra;

biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
biaya penggandaan dokumen; dan

biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pemilihan mitra.

oo

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf e mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal Camat belum menjabat sebagai PPAT penetapan nilai
tanah berdasarkan NJOP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 45

alinan sesuai dengan aslinya
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